LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGA:+
TAHUN 2006 NOMOR : 128

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat - 1.

NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG

PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGERI ATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 209 dan Pasal
210 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintan Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, maka perlu dilakukan penataan Saniri Negeri dan Badan
Permusyawaratan Negeri yang disesualkan dengan adat istiadat,
hukum adat tradisi, budaya maupun kebutuhan masyarakat setempat
yang terus tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya
ditengah tengah masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka periu

ditetopkan dengan Poraturan Daerah Kabupaton Maluku Tengah
tentang Pedoman Fenataan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri;

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Pembentukan Derah
Tingkat Il se Maluku, jo Peraturan Pemerintan Nomor 13 Tahun 1979
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerak Tingkat I
Ambon (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1645); ;

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1599 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utare, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tanggara Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
icmor 174, Tambahan Lembaran Repuolik Indonesia Negara
Nomor 3896);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur
{Lembaran Megara Republix Indonesia Tshun 2003 Nomor 155,
‘Iambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer 4350);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nogara
Republik indonesia Nomor 4389);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerap,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan,
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
38,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3852);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemkinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10.Peraturan  Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang

Penyeienggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Z0U1 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4106) ; :

11.Peraturan Daerah Provinsi Maiuku Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di
Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Dasrah Tahun
200€ Nomor  Nemor 14);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006

tentang Negeri ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tahun 2005,
Nomor 126 ).

o

Dengan Persatujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN MALUKU | ENGAH
Dan
BUPATI MALUKU TENGAH
MEMUTUSKAN

-

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKL! TENGAH TENTANG

PEDOMAN PENATAAN SANIRi NEGERI  ATAU BADAN
PERMUSYAWARATAN NEGERI

&84

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ran Daeran ini yang dimaksud dengan :
h adalah Pemerintah Republik Indonesia;
adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupten Maluku Tengah:
Daerah adalah Bupati Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut Bupati:

Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Dzerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
n Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah;
Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah;

‘adalah kesatuan masyarakat hukum adat vang be.sifat geneologis teritorial
-memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
1 berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada

| Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan
a Kesatuan Republik indonesia;

an Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Negeri dan Saniri Negari dalam mengatur dan mengurus kepentingan
t setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan
dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

intah Negeri adalah Kepala Pamerintak Megeri dan perangkat pemerintah
i sebagai unsur peniyelenggaraan pemsrintahan Negeri;

fi Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologic

memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana
dalam ketentuan parundang undangan yang beriaku;

Ierintahan Negeri Adminisiraiif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pemorintah Negori dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mongatur dan
gurus kepentingan masyarakat setempat sesual ketentuan perundangan

yang beriaku, diakui d2n dihormati dalam sistim Pemeriniahan Negara
Republik Indonesia;

ntah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan

al pemerintan Megeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan
Ntahan Negeri;

i Negori adaleh lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
felenggaraan pemarintahan Nogeri dan scbagal unsur penyelenggara
Ntahan Negeri, berfungsi sebagal badan legislatif yang bersana-sama kepala
ntah MNegeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas !

pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala
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pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang
dimilikinya;

p. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan penierintahan yang dibentuk ditingkat

pemerintahan Negeri Administratif dau merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan Negeri Adminisiratif:

q. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah
berada dibawah kekuasaan Negeri yang mencakup wilayah darat dan laut:

r. Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam wvilayah
petuanan, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Negeri;

BAB I

PEMBENTUKAN SANIRI NEGERI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 2

(1) Saniri Negeri dibentuk di Negeri sebagai mitra Pemerintah Negeri dalam
penyelenggaraan tugas dan wewenang Negeri;

(2) Badan Permusyawaratan Negeri dibentuk di Negeri Administratif sebagai mitra
Pemerintah Negeri Administratif dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang
Negeri Administratif;

(3) Sanin Negeri dan Badan Fermusyawaratan Negeri merupakan wahana demokrasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat
istiadar, hukum adat dan budaya setempat;

Pasal 3 :
(1) Pambentukan Saniri Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negari:

(2) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud daizm ayat (1) harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh hak, esal usul, adat istiadet , budaya dan hukum adat
setempat;

(3) Pambentukan Badan Peimusyawaratan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri
Adirinistratif;

BAB Il

KEDUDUIKAN, FUNGSI SERTA WFWENANG
SANIRI NEGERI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Bagian Pertama
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 4

(1) Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unsur penyelenggara ’
Pemerintahan Negeri;

Negeri mempunyai fungsi :
menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat
"~ dan budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang;
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
; Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintah Negori;
4. melakukan pengawasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
" Negeri.
anaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan oleh
Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa, yang
anismenya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.

Pasal 5

Permusyawaratan Negeri berkedudukan sejajar dsn merupakan unsur
nggara Pemerintah Negeri Administratif;

Permusyawaratan Negeri Administratif mempunyai fungsi :-

‘menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

menetapkan Peraturan Negeri Administratif bersama-sama Pemerintah Negeri
~ Administratif;

melakukan pengawasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
‘Negeri Administratif.

Pasal 6

azn lebih lanjut fungsi Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
} ana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal € Pcraturan Daerah ini, diatur
153N Paraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

an Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan
an  perundang-undangan dan hukum adat sctempat, dan szbelura
kan berlaku harus terlebih dahulu dikonsultasikan dencan pinak Pemarintah
degeri Administratif;

Ragian Kedua
Wewenang
Pasal 7

i Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, berwenang :

‘embahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;

KSanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri

Nistratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administrafif;
Sulkan pengangkstan dan pemberhentian Kepaia Pemerintah

SM/Negeri Administratif;
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(d) membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif:

(c) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasj
masyarakat; dan

(f) moenyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat
melaksanakan wewenang sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat yang
dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa;

(3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib
Saniri Negori;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN SANIRI NEGERIATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 8
Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai hak :

a. meminta keterangan kepada pemerintah Negeri/Negeri Administratif:
b. menyatakan pendapat;

Pasal 9
Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif:
b. mengajukan pertanyaan;

€. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. memperoleh tunjangan;

Pasal 10
Anggota Saniri Negeri aiau Badan Permusyawaratan Nageri mempunvai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republi¥ Indonesia
Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang undangan;
b meiaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggstean pemerintahan
NegeriNegeri Adminisiratif;
mempertahankan dan memelihara hukum nasional, hukum lokal termasuk hukum
adat setempat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- memproses pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
mendahulukan kepentingan umum diatas kepenfingan pribadi, keiompok dan
golongan;
. menghormati nilai nifai sosia! budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
. menjaga norma dan etika dulam hubungan kerja dengan iembago kemasyerakatar;

~oa o
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BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Keanggotaan
Pasal 11
aniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat
di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat
hukum adat dan budaya setempat.
an Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

ganjil
sturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
kan dengan Peraturan Negeri;

J0LE

Pasal 12

‘Badan Permusyawaratan Negeri berjumiah sekurang kurangnya 5 (lima) orang
ak banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang yang merupakan wakil
yang mewakili unsur kewilayahan, pemangku adat, golongan profesi,
di wilayah Negeri Administratif dan ditetapkan berjumiah ganjil, dengan

uk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
duduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota;
h penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota:
penduduk 2501 jiwa keatas, 11 anggeta;
Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 13

ari atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari unsur pimpinan dan

atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari satu crang
orang Wakil Ketua dan anggota;

‘Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana
dalam ayst (2) dipilin dari dan oleh anggota Saniri Negeri atau Bacan
waratan Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri atau Badan
ratan Negeri yang diadzkan khusus untuk itu;

han pimpinan Saniri Negeri atau Badan Parmusyawaratan Negeri
a kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota
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Pasal 14

(1) Masa jabatan anogota Saniri Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri sesuai
ketentuan adat istiadat dan hukum adat setempat;

(2) Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Negeri adalah 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnyza,

Pasal 15

(1) Pengresmian anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan
dengan Keputusan Bupati;

(2) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebelum memangku
jabatannya mengucapkan sumpahfanji secara bersama-sama dihadapan
masyarakat yang diiakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;

(3)Isi sumpahfjanji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri dibantu oleh Sekistariat Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri,

(2) Sekretapat sebagaimana dimaisud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang
Schretaris yang diangkat oleh Kepala Pemerintahan NogeriNegeri Administratif
atas persetujuan pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Megeri dan
bukan dari perangkat Negari/Negeri Adminisiratif,

(3) Dalam menjalarikan tugasnya Sekretaris Sanifi Negeri atau _Badan
Permusyawaratan Megeri bertanggung jawab kepada Ketua Saniii Negeri atau
Badan Permusvawaratan Negeri:

Pasal i7

(1) Fungsi Sekretariat Saniri Negeri atau Badan Permu~yawaratan Negeri, antara lain :

(@) Pengkordinasian, dalam arti mengatur dan membina kerja sama.
mengintensifksn dan mengoordinasi seluruh penyelenggaraan tugas Sanifi
Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

(b) Poncatatan, dalam arti penyampaian fencana, pengolah, ponolaah kebijakan
pimpinan Saniri Negen atau Badan Permusyawaralan Negerl; -

(c) Pembinaan administrasi, dalam arti membina tata usaha, mengelola keuangan
dan perbekalan Seniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negori;

(d) Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah serta repat yang
diselenggarakan oleh Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

(e) Pemeliharaan dan pembinaan ketertiban dan keamanan kedalam,
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(2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Saniri Negeri atau Badan
 permusyawaratan Negeri ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif;

RAB VI

SYARAT DAN TATA CARA
PEMILIHAN ANGGOTA SANIRI NEGER! ATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Bagian Pertama

Syarat Menjadi Anggota Saniri Negeri atau
Badan Peimusyawaratan Negeri

Pasal 18

Untuk menjadi anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri adalah
Wuduk warga negara Indonesia yang memenuhi syarat :
‘a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
’g,adak pefnah'terlil?at baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan
- yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G.30 S/PKI dan
8 a_!au kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. fidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara
- sekurang kurangnya S (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
berpendidikan serendah rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau
~ berpengatahuan sederajat] .
berumur sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya
enam puluh lima) tahun;
Jasmani dan rohani;
baik, jujur dan adil;
ar secara sah sebagai warga NegeriiNegeri Administratif setempat;
at tinggal di Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan sekurang-
ag {enam) bulan terakhir secara tidak terputus putus;
P«}egerl{N_fageri Administratimya dan dikena! olek masyarakat
eri Administratif yang bersangkutan;
= dm _menjadi anggote Saniri Negeri atau Badan
 dicabut hak pilihnya berdasarkar kenutusan Pengadi
P e o ngadilan yang tielah

SYarat syarat sobagaimana dimaksud dalam
ayat (1), maka bagi anggota
Negsri harus memenuhi syarat syarat berdasarkan ketentuan adat lst.igdat

SYarat sebagaimana diniaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

71



Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota Saniri Negeri Atau
Eadan Permusyawaratan Negeri
Pasal 19

(1) Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesugl adat istiadat, hukum
adat dan budaya setempat, dan diatur dalam Peraturan Negeri;

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Negeri dipilih cari dan oleh penduduk Negeri
Administratif yang memenuhi persyaratan;

i lehkan

(3) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan I:Jagerl tidak d_lperbo.
merangkap jabsten sebzgai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atau
Perangkat Negeri/Negz=n Administratif;

Pasal 20

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan anggota Saniri Negan altau Badan
Permusyawarata.; Negeri dibentuk panitia pemeilihan yang terdiri dari para tokch
masyarakat dan perangkat Negeri/Negeri Adminsitratif;

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumliah sebfanyak
banyaknya 7 (tujuh) orang dan tordiri dari seorang Ketua, scorang Sokretaris dan
anggota;

(3) Panitia pemilihan mempunyai tugas :

(a) mengajukan rencana biaya pemilihan  Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri; L

(b) melaksanakan dan menerima pendaftaran bakal calon;

{c) melakukan pemeriksaan administratif tentang persyaratan bakal calor; L

(d) menetapkan nama nama calon yang mementhi pefsvaratan dan berhak dipiith;

(e} melaksanakarn dan menerima pendafiaran pemilin;

() menetapkan nama darn jumlah pemilih yang berhak memiiih;

(g) menentukan tempat dan waktu pemilihan;

(h) menentukan jumlah calon anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawa_rataln
Negeri berdasarkan unsur perwakilan yang ekan duduk setagal anggota Sanir
Negeri atau Badan Sermusyawaratan Negeri,

(i) meleksanakan proses pemilihan;

() membuat berita acara hasi! pemilinan;
() menyampaikan nama nama calon terpliih kepada Bupati. untuk dm_nkﬂ"
sebagali anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawratan Negeri;

Bagian Ketiga
Parsyaratan Perrilin
Pasal 21

Yang berhak memilih anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negef'

warga negara Indonesia yeng memeniuhi persyaratan :
(a) berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau pernah kawin;
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-

terdaftar sebagai penduduk Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan secar
ﬂmmm (enam) bulan dengan tidak terputus putus: ;
() tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem i
" okuatan hukum tetap; S
Bagian Keempat
Pendaftaran Pemilih
Pasal 22
Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai waktu yang ditetapkan;

Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

apkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan ditempat tempat yang strategis
mudah dibaca oleh masyarakat;

Pemilihan wajib memberikan kesempatan sesuai waktu yang ditetapkan

k pendafatam pemilih tambahan, apabila terdapat anggota masyarakat yang

terdaftar sesuai daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

BAB Vil

LARANGAN ANGGOTA SANIRI NEGERIATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 23
i Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, dilarang :

p jabatan daiam sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
kat Negeri/Negeri Administratif:

ksana proyek Negeri/Negeri Administratif;

kepontingan umum, merosahkan sckolompok masyarakat, dan
“an \varga atau gelongan masyarakat lain;

konicsikelusi, nepstisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa
._'ia‘in yang dapet mempengaruhi keputusan atau tindakan yeng akan

g NaKal mﬂg;
sumpah/an]i jabatan:

BAB VI
PTMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN
Bagian Kesat

Pemberhentian Anggota Saniri Negeri Atau
Badan Permusyawaratan Negeri
__ Pasal 24
Negari atau Radan Permusyawaratan Negeri diberhentikan karenza:
dunia: '
ngunrduran diri;
-'<Nl syarat sebagaimana yang ditetapkan;
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(d) telah berakhir masa baktinya;
(e) melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma norma yang hidup

dan berkembang didalam masyarakat;

Bagian Kedua

Pemberhentian Antar Waktu Anggota/Pimpinan Saniri Negeri Atau
Badan Permusyawaratan Negeri

Pasal 25
(1) Pergantian antar waktu anggota/pimpinan  Saniri  Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri, karena :

(a) meninggal dunia;
(b) permintaan sendiri;
(c) tidak lagi memenuhi syarat yang tekah ditetapkai;

(2) Tata cara pergantian antar waktu anggota/pimpinan Saniri Negerl atau Badan
Permusyawaratan Nogeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
aalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusvawaratan Negeri;

BAB IX

KEUDUKAN KEUANGAN SANIRI NEGERI ATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 26

(1) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaraian Negeri dapat mparoleh
tunjangan sesuai kemanipuar: keuangan Negeri/Negeri Administratif;

(2) Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dapat menerima uang
sidang sesual kemampuan kouangan NegeriNegen Acministratf,

(3) Tunjangan dan uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dan (2)
ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negeri/Negeri Administratif;

Pasal 27

(1) Untuk keperluan kegiatan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Neaqeri

disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan MegeriMNegeri Administratif yang

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran
dalam Anggaran Pondapatan Bolanja Nogeri/Negori Administratif;

BAB X

IRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 28

Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ditetapkan
S8 WWW“WPOWMN:”: 3

Pasal 29

~atau Badan Permusyawaratan m
e mmnyaZ{dua}lalidalamsmN‘l:ﬁie:u; R

Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana di
¢ na dimaksud
1) dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan

Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berha
~ o 'a L
M\ph oleh Wakil Ketua Saniri Negeri atau Badan Parmusyaw.a’r‘ga;?'l

Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri di ji
_ nyatakan sah jika
g kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah i
ng sl s ju anggota Saniri Negeri atau
rengambilan keputusan, Sanuri Negeri atau Badan Permusyawaratz
‘mengupayakan terjaganya nilai nifai demokrasi e
b asi yang berdasarkam
imbilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam avat i
sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan an}:olah(ns’v::::

N yang diambil dengan voting (suara ferbanvak; isetuj
il : E rbanvak) harus disetujui
inya setengah ditambah saiu dari jumlah anggeta peserta rapat

E BAB XI
1 PEMBINAAN
Pasal 30

Hmmaanpﬂauhan; ol . '
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ava* (1

. t(1).P
Meinborikan bantuan dana kepada Pomermh( !)slag:m':rr;
mmsmmmm
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Pasal 35
4n Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

yr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku

BAB Xl

ASOSIASI SANIRI NEGERI ATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 31

(1) Assosiasi Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri atau yang diseh!(-
dengan nama lain dapat dibentuk di Kecamatan dan Kabupaten; 1

(2) Assosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wadah partisj
untuk dialog, konsultasikoordinasi tentang berbagal permasalahan o
berhubungan dengan tugas dan peran Saniri Negeri atau Badan Parmusyam%
Negeri;

(3) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri merupakan anggota Assosjag
Saniri Negari atau Badan Permusyawaratan Negeri; ]

Ditetapkan di Masohi

pada tanggal 13 Juni 2008

BUPATI MALUKU TENGAH,
ttd

ABDULLAH TUASIKAL

(4) Pengurus Assosiasi Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dipilih dayj di Masohi
dan oleh anggota Assosiasi; 13 Juli 2008
BAB Xlii B
KETENTUAN PERALIHAN i

Pasal 32

Lembaga Musyawarah Da2sa yang pernah ada sebelumnya, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan dibentuknya Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan
Negeri sesuai ketentuan dalam Peraturan Caerah ini;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 128

BAB XIV
KETENTUAM FENUTUP
Pasal 33

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daersh ini, maka semua lombaga musyav/ar!
yang sebelumnya dikenal dalam kesatuan kesatuan masysrakat hukum
Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan Ketentuan yang diatur dal™
Feraturan Dacrah ini;

(2) Semua Peaturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah il
dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini

Fasai 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebin fani
oleh Kepala Daerah;

it



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGER! ATAU
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa yang didalamnya diakul kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat di masing
masing daerah, telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kemball Negeri Sebagali
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintanan Provinsi Maluku.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka penataan
organisasi pemerintahan dari kesatuan kesatuan masyarakat hukum tersebut
merupakan salah satu elemen penting dalam rangka penyelonggaraan penierintahan
Desa (bace : Negeri).

Di Kabupaten Maluku Tengah, selain kesatuan masyarakat hukum adat yang
dikenal dengan nama Negeri, juga terdapat kesatuan kesatuan masyarakat hukum
baru yang berkembang sejalan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor S
Tahun 1972. Kesatuan kesatuan masyarakat hukum tersebut diseragamkan menjadi
Dasa bersama sama dengan Negeri sebagai kesatuan masyarakal hukum adat.
Karana itu sehubungan dengan pepetzan organisasi pemerintahan sesuai jiwa dan
semangat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sslain Negsii sebzgai
kesatuan masyarakat hukum adat yang telah dikenal sejak saman dahulu kala, periu
diporhatikan pula kosatuan kesatuan masyarakat hukum baru yang berada didalam
wilavah peiuanan ateu diluar wilayah petuanan Negern yang tumbun aan
berkembang sesual dengan perkembangan rasyarakat dan pembangunan.
Perhatian kearah ini teiah terfjawab dalam Peraturan Daerah Provinsl Maluku Nomeor
14 Tahun 2005 yang pada prinsipnya mengenal kesatuan masyarakat hukum adat
Negeri, juga dibarikan peluang bagi kesatuan kesatuan iasyarakat hukum lainnya
yang tumbuh serta berkembang kemudian, yang dikenal dengan nama Negerl
Administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penataan Badan
Pemusyawaratan Desa sesual jiwa dan semangat Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004, maka lembaga tersebut perlu disesuaikan dengan konaisi masyarakat saai inl
yaitu pada satu pinak dapat menampung adat istiadat dan tudaya masyarakat
setempat dan pada lain pihak juga menampung perkembangan yang ada di dalam
masyarakat. Upaya penataan ini dilakukan dengan jalan mongakui lembag2
musyawaral: yang berdasarkan adat isiiadat dan budaya masyarakat di Kabupaten
Maluku Tengah yang dikenal dengan Saniri Negeri bagi Negeri dan Baden
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Permusyawaratan Negeri yang merupakan adopsi dari Badan Permusyawa
Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004%::

rakat dil
w:dm ml:sya : uar masyarakat hukum adat yang dikenal dengan nama

Sebagai lembaga adat, Saniri Negeri selain bertugas menyelenggarakan wewena
dan tugas menurut hukum adat setempat, juga menyelenggarakan tugas d:g
wewenang  dari Badan Permusyawaratan Desa. Sebaliknya Badan
Permusyawaratan Negeri murni menyelenggarakan tugas dan wewsnang van
merupakan tugas dan_’ wewenang Badan Permusyawaratan Desa, Kedudukang
tugas dan wewenang Saniri Nggeﬂ yang sedemikian itu tentunya akan memberikan
bebarapa kekhususan bagi badan ini jika dibandingkan dengan Badan
Permusyawaratan Negeri pada Negeri Administratif yang didalam Peraturan Daerah
ini dimungkinkan untuk diatur lebih lenjut dengan Peraturan Negeri.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas. dan i

‘Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 to':\gt:ng Pomri‘ntatmnmwnﬂa:nﬁ::
‘Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14
Taht.ln 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006
m Negeri, perlu ditetapkan PeJdoman Penataan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

|l PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 8/d Pasal 3 - Cukup Jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Pelaksanaan fungsi menj

a, memelihara,
melestarikan adat lsﬁadgtgu dan hukum ar::tng;ﬁum;ag::
fungsl institusi atau lemhags adat dimana di dalamnya
tordapat Kepala Pemerintah Negeri maupun Perangkat
Negerl terutama Kepala Soa. Oleh karena Kepala
Pemerintah  Negeri dan Perangkat Negeri  dilarang
merangkap jabatan sebagai anggeta Saniri Neges, maka
pelaksanaen fungsi menjaga, memelihara, mengayomi dan
melestarikan adat istiadat dan hukum adat olek Saniri
Negeri, hendakriya melibatican Kepala Pemerintah Negeri
dan Kepala-Kepala Soa. Pelibatan ini tidek menempatkan
Kepala Pemarintah Negeri maupun Kepala Soa merangkat
Jabatan sebagai anggota Saniri Negeri. Untuk menjamin
kepastian hukum, maka selibatan Kepala Pemerintah
Negerl dan Kepala Soa harus ditetapkan <alam Peraiuran
B Negeri maupun Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.
VA(2) & ayat (3) - Cukup Jelas.
_Sﬂd Pasal 10 : Cukup Jelas.
1ayat (1) ' Adat istiadat dan budaya setempat yang ada dalam
masyarakat hendaknya ditempatkan dalam konteks hukum

adat melalui Peraturan Negeri, sehingga mendorong adanya
kepastian hukum dalam macsyarakat.
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Ayat (2) dan ayat (3) :

Keterwakilan masyarakat yang dimaksudkan dalam
ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Soa,
dan atau mataruma/keturunan yang berhak manjadi
Anggota Saniri Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan
hukum adat setempat.

Cukup Jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 13: Cukup Jelas.

Pasal 14 ayat (1)

Ayat (2) & ayat (3) :
Pzsal 15 s/d Pasal 18 :
Pasal 19 ayat (1)

: Masa Jabatan Saniri Negeri yang akan diatur dengan

Peraturan Negeri, hendaknya memungkinkan dilakukannya
proses demokrasi maupun proses pelantikan pada setiap 6
(enam) tahun, sehingga dapat menjadi momentum penting
bagi pelestarian dan pewarisan adat istiadat dan hukum
adat kepada Anak-anak Negeri, selain untuk kepentingan
pendidikan dan pariwisata.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

: Keterwakilan masyarakat yang dimaksudkan dalam

ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Soa,
dan atau mataruma/keturunan yang berhak menjadi
Anggota Saniri Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan
hukum adat setempat.

Ayat (2) dan ayat (3) :Cukup Jeias.

Pasal 20 s/d Pasal 35

: Cukup Jelas.




